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ABSTRAK 

 

Putri Amira : Efektivitas Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang 

 

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang 

beralamat di Jl. Moh Yamin No. 70, Kp. Jao, Padang Barat, Kota Padang. Adapun 

tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas Penerimaan 

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena 

penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menceritakan suatu fakta, fenomena-

fenomena, gejala, peristiwa yang didapatkan dilapangan yang terjadi saat sekarang 

ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan 

studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif. Data yang diteliti yaitu data Pajak Daerah Bea Perolehana Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang tahun 2014-2018. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari tahun 2014-2018 mengalami 

pencapaian target yang berbeda. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi 

penerimaan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap 

target yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Pada 

tahun 2014 tingkat pencapaian sebesar 98.21%, dari persentase penerimaan 

pendapatan yang kurang dari 100% maka BPHTB pada tahun 2014 dikategorikan 

Efektif. Pada tahun 2015 dengan tingkat pencapaian sebesar 106.02% dari 

persentase penerimaan pendapatan yang melebihi 100% maka BPHTB pada tahun 

2015 dikategorikan Sangat Efektif. Pada 2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 

50.06% maka dapat kategorikan penerimaan pendapatan pajak pada tahun 2016 

Tidak Efektif. Sedangkan pada tahun 2017 dengan tingkat pencapaian sebesar 

87.59% maka dapat dikategorikan Cukup Efektif dan untuk tahun 2018 dengan 

tingkat pencapaian sebesar 45.09% maka dapat dikategorikan Tidak Efektif. 

Menunjukan bahwa pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagian besar belum efektif. 

 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pemungutan 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan penerimaan 

lainnya yang termasuk dalam PAD. Semakin tinggi peranan PAD dalam 

pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat 

kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Daerah adalah 

salah satu penerimaan PAD yang memiliki potensi untuk dikelola. Pajak Daerah 

memiliki banyak jenis pajak yang dapat dikelolah oleh instansi. Maka dari itu, 

instansi harus dengan cermat menghitung dan menetapkan pajak bagi wajib pajak 

dan meminimalisir adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak. Pajak yang 

diperoleh dari wajib pajak berguna dalam pembangunan serta pemeliharaan sarana 

dan prasarana daerah. 

Menurut Marihot (2016:10) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan 

pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), 

yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

Pungutan Pajak Daerah oleh instansi pemerintah daerah provinsi maupun 

kabupaten/kota diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar 

pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang 

mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah untuk memperkuat upaya 
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peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan 

menitikberatkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu pajak daerah 

tingkat 1 (Provinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permungkaan 

dan pajak rokok. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/kota) yang terdiri 

dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, 

pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung 

walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan terakhir bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Kota Padang banyak memiliki potensi yang dapat digali untuk dijadikan 

sebagai sumber pendapatan terutama pendapatan disektor pajak. Kota Padang 

merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang tanahnya cukup potensial dalam 

pembangunan ekonomi daerah, oleh karena itu pada tahun 2011 pemerintah Kota 

Padang telah membuat regulasi hukum yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang BPHTB. Ketentuan Pasal 1 angka 9 PERDA 

Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011, mengatur bahwa BPHTB merupakan “pajak” 

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, jadi terhadap “penerima” hak atas 

tanah dan/atau bangunan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan 

Pasal 1 angka 10 PERDA Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011, Perolehan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi 

atau badan. 
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Oleh karna itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan instansi 

pemerintah yang bergerak dibidang pendapatan dan salah satunya adalah 

pendapatan pajak. Instansi pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab penuh 

terhadap penerimaan pendapatan yang memiliki potensi pendapatan khususnya 

pajak. Disamping untuk meningkatkan pendapatan, instansi juga harus berupaya 

mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan efektif. 

Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk mewujudkan 

kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. 

Tabel I 

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan 

BPHTB di BAPENDA Kota Padang 

 

No. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. 2014 16.000.000.000 15.713.702.123 

2. 2015 25.000.000.000 26.504.178.999 

3. 2016 58.957.809.319 29.517.018.195 

4. 2017 61.154.208.858 53.563.166.894 

5. 2018 105.340.615.195 47.493.920.835 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2019 

Berdasarkan tabel 1.1 target dan realisasi penerimaan BPHTB di Kota 

Padang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penerimaan BPHTB selalu 

mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

penulis di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan Bapak Hendra Effendi, 

SE selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan ditemukan beberapa permasalahan 

penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pendapatan BPHTB di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang yang tidak mencapai target yaitu penetapan target 

tidak sesuai dengan potensi BPHTB karena penetapan estimasi target yang terlalu 

tinggi yang tidak sesuai dengan potensi BPHTB, selain itu penyebab terjadinya 
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tingkat pencapaian penerimaan pendapatan BPHTB yang tidak mencapai target 

disebabkan karena jenis pajak BPHTB yang merupakan transaksional, selanjutnya 

penyebab penerimaan pendapatan BPHTB tidak mencapai target dikarenakan 

adanya tanah yang bermasalah, tanah tersebut menjadi objek sengketa oleh Badan 

Pertanahan Kota Padang yang dimana tanah yang telah berdiri rumah-rumah warga 

dan bangunan lainnya diklaim sebagai kepunyaan Mamak Kepala Waris (MKW) 

kaum Maboet yang bernama “LEHAR”. Bermodal Putusan Landraad nomor 90 

yang keluar 87 tahun lalu, yang menyebut mereka memiliki lahan seluas 675 hektar 

di jalan By Pass KM15  Kecamatan Koto Tangah yang terbentang di 4 (empat) 

kelurahan yakni Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Aie Pacah, Dadok Tunggul 

Hitam dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, dengan adanya Kasus ini banyak 

dari warga atau masyarakat yang ingin melakukan proses jual beli tanah dan/atau 

bangunan menjadi terhalang karena banyaknya tahapan yang harus dilalui sebelum 

jual beli seperti tahapan dalam proses pengecekan Sertipikat (Ceking Sertipikat) 

tidak bisa di proses di Badan Pertanahan Kota Padang karena tanah tersebut 

merupakan tanah Lehar yang menjadi objek sengketa. Kesadaran wajib pajak yang 

kurang dan masih dibawah harapan juga merupakan salah satu faktor penyebab 

tingkat pencapaian penerimaan pendapatan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Padang yang tidak mencapai target yang diharapkan. 

Penerimaan BPHTB yang diperoleh oleh instansi pada tahun 2014 tidak 

melebihi target yang ditetapkan dengan target sebesar 16.000.000.000 dan 

realisasinya sebesar 15.713.702.123, tetapi pada tahun 2015 penerimaan BPHTB 

telah melebihi dari target yang ditetapkan dengan target sebesar 25.000.000.000 
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dan realisasinya sebesar 26.504.178.999, akan tetapi pada tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2018 pencapaian penerimaan pendapatan BPHTB tidak melebihi 

target. Ditahun 2016 ditetapkan target sebesar 58.957.809.319 dan realisasinya 

sebesar 29.517.018.195, ditahun 2017 ditargetkan sebesar 61.154.208.858 dan 

realisasinya sebesar 53.563.166.894, sedangkan pada tahun 2018 yang ditargetkan 

sebesar 105.340.615.195 dengan realisasi sebesar 47.493.920.835.   

  Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dari pengembangan pembahasan melalui efektivitas penerimaan 

pendapatam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilihat dari potensi 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ada pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang. Dengan dilakukannya observasi, wawancara dan 

memperlihatkan data berupa  Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas 

Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

penulis rumuskan adalah Bagaimana Efektifitas Penerimaan Pendapatan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui Efektifitas Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pihak 

pemerintah daerah seperti, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam 

membuat kebijakan-kebijakan mengenai pajak daerah. 

3. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti secara lebih mendalam dari masalah yang belum terungkapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Dari pembahasan yang sudah penulis uraikan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang tiap tahunnya mengalami perubahan. 

Dengan melihat persentase efektivitas pajak daerah Kota Padang yang kurang 

dari 100%. Seperti yang telah dibahas pada bab 4, pada tahun 2014 tingkat 

efektivitas sebesar 98.21% dalam kategori efektif. Tahun 2015 tingkat 

efektivitas sebesar 106.02% dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2016 

tingkat efektivitas sebesar 50.06% dalam kategori tidak efektif. Tahun 2017 

tingkat efektivitas sebesar 87.59% dalam kategori  cukup efektif. Pada tahun 

2018 tingkat efektivitas sebesar 45.09% dalam kategori tidak efektif. Dengan itu 

dapat dikatakan bahwa selama 5 tahun terakhir pungutan Pajak Daerah  Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Padang belum sesuai 

dengan harapan, ini mungkin disebabkan karena penetapan estimasi target yang 

terlalu tinggi serta wajib pajak BPHTB tidak bisa dipastikan sehingga 

pemungutan pajak tidak bisa mengukur potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan dikarenakan Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan 

merupakan transaksional. 
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang adalah agar kedepannya Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang dapat meningkatkan Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dalam pengelolaan penerimaan pendapatan bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan agar anggaran penerimaan pendapatan yang ditargetkan 

dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan harapan.  
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